
SALINAN

BUPATIPACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEW AN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 44 ayat (5)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan, maka kemampuan 
keuangan Daerah, besaran tunjangan komunikasi intensif dan 
tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah serta besaran dana operasional bagi Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Besaran 
Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.. 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor * 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2017 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, - SERTA BESARAN DANA
OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan' Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD 
Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk 
menentukan kelompok kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan 
komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.

8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan 
Anggota DPRD.

9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan 
untuk peningkatan kineija kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses 
kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana 
Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD 
untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, 
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua 
DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-harif

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH J 

Pasal2

Kemampuan Keuangan Daerah adalah kelompok “Sedang” berdasarkan hasil
penghitungan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 

Pasal3

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
adalah 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD. -



BAB IV
TUNJANGAN RESES

Pasal4

Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan 
Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 
5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD berdasarkan Kemampuan 
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
a. Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi 

Wakil Ketua DPRD.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB V
DANA OPERASIONAL

Pasal 5

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 30 - 7 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 30 - 7 - 2024

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 44



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025.

HASIL PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

1 . PENDAPATAN UMUM DAERAH Rp 1.073.385.485.059,05
a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 

2023
Rp 213.298.759.558,05

b. Realisasi Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Rp 91.754.954.171,00
1) Bagi hasil pajak Tahun 2023 Rp 52.732.649.105,00
2) Bagi hasil bukan pajak/SDA Tahun 

2023
Rp 39.022.305.066,00

c. Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2023 Rp 768.331.771.330,00
2. BELANJA PEGAWAI Rp 643.482.958.684,50

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 Rp 643.482.958.684,50
NILAI PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (Pendapatan Umum Daerah-Belanja Pegawai) Rp 429.902.526.374,55

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional untuk nilai Rp 300.000.000.000,00 (tiga 
ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan 
Keuangan Daerah “Sedang”.

ai dengan aslinya 
n Hukum,

.Sos.,M.Si 
a Tingkat I 
03 198903 1 006

BUPATI PACITAN 

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


